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Para Menteridan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Para Gubernurdi seluruh Indonesia;

Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia;
Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN
Nomor: 06/SE/M /2019

TENTANG
SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT
KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. UMUM

Dalam rangka penerapan tertib administrasi penerbitan sertifikat dan
pengamanan sertifikat terhadap pemalsuan, serta dalam rangka efektif dan
efisien penerbitan sertifikat, maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan
sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik
dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang
digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat
dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam
bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perubahan bentuk dan proses penerbitan sertifikat
dalam bentuk elektronik sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dalam Surat
Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sertifikat
Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk
Elektronik.
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B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberlakukan Sertifikat Badan Usaha
(SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam
bentuk elektronik dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi serta pelaksanaan penyelenggaraan
jasa konstruksi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi penerbitan dan

pemanfaatan SBU, SKA, dan SKTK.
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D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. Proses penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk elektronik;
2. Konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik; dan

3. Persyaratan dan bentuk sertifikat dalam bentuk elektronik.

E. PROSES PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK
ELEKTRONIK

1. Proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2. Proses dan bagan alir penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk
elektronik secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. KONVERSI SERTIFIKAT FISIK MENJADI SERTIFIKAT DALAM BENTUK
ELEKTRONIK

1. SBU, SKA, dan SKTK dalam bentuk fisik yang menggunakan QR Code yang
lama dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2019.

2. SBU, SKA, dan SKTK yang masih dalam proses sebelum diberlakukannya
Surat Edaran ini diterbitkan sertifikat dalam bentuk fisik yang menggunakan
OR Code yang lama sesuai peraturan perundang-undangan.

3. QR Code yang lama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

diverifikasi dengan cara ke website www.lpjk.net dengan aplikasi QR Code

Reader umum.

4. SBU, SKA, dan SKTK yang diajukan permohonannya sejak Surat Edaran ini
berlaku akan diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan menggunakan QR
Code khusus.

5. QR Code khusus sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat
diverifikasi melalui aplikasi “LPJK Certificate Scanner” yang tersedia dalam
platform iOS dan Android.

6. Proses penggantian SBU, SKA, dan SKTK sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan angka 2 harus dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2019.

7. Tata cara dan bagan alir konversi secara rinci tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

JDIH Kementerian PUPR


http://www.lpjk.net/

8. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini.

G. PERSYARATAN DAN BENTUK SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk badan

usaha meliputi:

a. Mengisidata badan usaha;

b. Pindaian NPWP Badan Usaha;

c. Pindaian KTP penanggungjawab badan usaha (PJBU);

d. Pindaian surat penyataan penanggungjawab badan usaha (PJBU); dan
e. satu surat elektronik (e-mail) yang valid untuk setiap satu identitas.

2. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk tenaga

kerja konstruksi meliputi:

a. Mengisidata pribadi;

b. Pindaian NPWP pemohon bagi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dan
teknisi/analis;
Pindaian KTP pemohon;

d. Swafoto pemohon saat pendaftaran; dan

e. satu surat elektronik (e-mail) dan satu nomor telepon seluler yang valid
untuk setiap satu identitas.

3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, untuk
permohonan konversi sertifikat ke dalam bentuk elektronik menyertakan
pindaian SBU untuk badan usaha dan pindaian SKA/SKTK untuk tenaga kerja
konstruksi.

4. Jika memiliki Klasifikasi SBU lebih dari satu, maka harus input dan upload
pindaian sertifikat setiap Klasifikasi yang dimiliki

5. Jika memiliki Subbidang SKA atau SKT lebih dari satu, maka harus input dan
upload pindaian sertifikat setiap Subbidang yang dimiliki.

6. Sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dicetak.
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7. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang menggunakan QR Code khusus tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

Pul¥ainta Setyanligraha, SH. MSi.
NIP=196212251993011001
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LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 06/SE/M/2019

TENTANG

SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT
KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. PROSES PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1.

2.

10.

Pemohon sertifikat badan usaha merupakan badan usaha jasa konstruksi.

Pemohon Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1
menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen
pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan melalui

asosiasi.

Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan

sertifikat sebagaimana pada angka 2 dan menyampaikan ke LPJK.

Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan

sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU).

Ketua Pelaksana USBU menunjuk Assesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU)
untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil
Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian

Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.

USBU menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi

dan Kualifikasi Badan Usaha pada Rapat Pengurus LPJK.
Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.

LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SBU dalam
bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik yang sudah

didaftarkan pada saat mengajukan permohonan.

LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SBU dalam

bentuk elektronik kepada asosiasi.
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B. BAGANALIR PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK

BADAN USAHA 3 ASOSIASI PERUSAHAAN

A, Verifikasi dan validasi kelengkapan Dokumen

b. Menyampaikan Surat Permohonan SBU yang
dilengkapi dokumen pendukung dalam
format berkas elektronik sesual Persyaratan

10 Pemberitahuan
penerbitan SBU
dalam bentuk

elektron'lrjs{‘f.-;

l menyampalkan ke LPJK.

Penerbitan dan pengiriman
Sertifikat dalam bentuk
Elektronik melalui Surat
Elektronik

5 Distribusi ke USBU

Bagan Alir Penerbitan SBU dalam Bentuk Elektronik

C. PROSES PENERBITAN SKA/SKTK DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Pemohon SKA merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli.

2. Pemohon SKTK merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/analisis
dan operator (terampil).

3. Pemohon SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen
pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan kepada LPJK
melalui asosiasi.

4. Pemohon SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menyampaikan
surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam
format berkas elektronik sesuai persyaratan secara langsung kepada LPJK.

5. Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan
sertifikat sebagaimana pada angka 3 dan menyampaikan ke LPJK.

6. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.

7. Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK).
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8. Ketua Pelaksana USTK menunjuk Assesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK)
untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil
Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian
Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi.

9. USTK menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan
Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi pada Rapat Pengurus LPJK.

10.Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja
konstruksi.

11.LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SKA/SKTK
dalam bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik dan/atau
nomor telepon seluler yang sudah didaftarkan pada saat mengajukan
permohonan.

12. LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SKA/SKTK dalam

bentuk elektronik kepada asosiasi.

D. BAGAN ALIR PENERBITAN SKA/SKTK DALAM ELEKTRONIK

3 ASOSIASI PROFESI

. Verifikasi dan validasi kelengkapan Dokumen

. Menyampaikan Surat Permohonan SBU yang
dilengkapi dokumen pendukung dalam
format berkas elektronik sesuai Persyaratan

Pemberitahuan

12 penerbitan SKA/SKTK 1 menyampaikan ke LPJK.
dalam bentuk .
elektronik .

11 Pemberitahuan penerbitan

SKTK dalam bentuk
elektronik 7 Distribusi ke USTK

Bagan Alir Penerbitan SKA/ SKTK dalam bentuk Elektronik
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E. TATA CARA KONVERSI

1. Untuk melakukan konversi SBU bentuk fisik ke SBU dalam bentuk elektronik
dapat membuka alamat laman: https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-
lpjk/administrator/register-bu.

2. Untuk melakukan konversi SKA & SKTK bentuk fisik ke Sertifikat dalam
bentuk elektronik dapat membuka alamat laman: https:/ /siki.lpjk.net/klaim-
sertifikat-lpjk /administrator/register-tk.

3. Badan Usaha/ orang perorangan dan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi kode
keamanan aplikasi dan wajib menjamin dan menyetujui kebenaran data yang
diisi.

4. Sesudah mengisi keseluruhan persyaratan dan submit data, dilakukan proses

verifikasi. Apabila verifikasi berhasil, akan diberikan username dan password

dan terbuka halaman untuk login.

5. Badan Usaha dan orang perorangan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi
kelengkapan data badan usaha dan data pribadi.

6. LPJK akan melakukan verifikasi data sesuai isian angka 5.

7. Apabila verifikasi berhasil, maka LPJK akan memberitahukan pemohon
melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler untuk mendownload
sertifikat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan username dan
password yang sudah diberikan.

8. Jika verifikasi tidak berhasil, pemegang sertifikat SBU, SKA/SKTK bentuk fisik
akan diberi tahu bahwa data yang diinput tidak valid melalui surat elektronik

dan/atau nomor telepon seluler.

9. Panduan konversi sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dibaca melalui

alamat laman: https:/ /bit.ly/registrasilpjk.
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F. BAGAN ALIR KONVERSI SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Pemegang Sertifikat Lama

https://bit.ly/registrasilpjk

Memasukkan
Data via Webh
Registrasi

Menerima User Name
untuk Mendownload
Sertifikat dalam bentuk
Elektronik

o)
Nl

ﬁk

Verifikasi

Mengirim User Nama ke

data Input

LPJKN

Tidak ———>

Pemegang

Memberitahu ke
Pemohon Data yang di
Input Tidak Valid

Bagan Alir Konversi Sertifikat dalam bentuk elektronik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
DR RAKYAT

v &N

<\\ .\\l sl ) )

Putiaita Setystligraha, SH. MSi.
NIP196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 06/SE/M/2019

TENTANG

SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT
KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. BENTUK SBU, SKA, DAN SKTK YANG MENGGUNAKAN QR CODE YANG LAMA

>, = ¥

0> -

-

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Condtruction Servives Develapment Board

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

A B

Barcasariun hetentuan pass § nurut b 0an berdasakon posal 17 ayat (4) dan syat (5) Unaang - Ungang No 16 Tahun 1596 tortang Jasa Konstruks dongan v
Lumbagn Fange Qan Jasa K menatagin bahws

Nama Badan Usaha
Nama Penpinas | PJBU
Aamat Hadan Usaha

Kavupaten [ Kot
No Talupon
Sl

NPWP

Jore Usana
Sfet Usaha
Waeapaan Baraih

e P
=, - .

= o T

i
L

= “»

e o P

| N Regisbms o o i) 'i.zn/
Divpatshon Memie: kemampuan dongan kauMhas dan kUM kas) Ssbagaimans yang @ Nalaman bo/akang sertifuat

% tanggal - detaky sampal dongan tangga © | gengan kewajban regesiras plang tahun k-2 paing lambat
ST dan regiapsi ulang tatvn ko3 paing embal tanggal T 2

= -

Otutaghan o
Pada Targpal

et N

Lh 2

Badan Poluksana
LPJK Nasional Dyekiur Regabias) & Hukum

W o S

“

S W —— N— — o .
. — e | e i | SN P gl el -l i L
D el e D T N I e R s R e D e I T AR

< L B

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Hode Vo amouan Dana

Y . -

LOGO TANDA TANGAN
ASOSIASI KETUA UMUM ASOSIASI
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LEMBAGA ]
"VGD!I\VGA?« JASA KONSTRUKSY
o Services Deverts Board
SERTIFIKAT KEAHLIAN
Sesul cengan Undang-Unaang No. 15 Tamun 1093 tentang Jasa Koosiruks: dan Peraturan Pemanrian Nomor 28 Tanun 2000
satageimana Subah dengan Parsturen Pemerritah Nomar 4 Tatun 2010 dan Pecsturan Pamardntah Narior §2 Tahun 2010
Sengan m Lamhags Pangambangan Jasa Konstics menetapkan bahwe
Na=a
m“mm dapat meiskaanakon kogiutan profesl kanstruks di sefunah wiayah

- 2%%

mummn:mmmu
Dtetagean o

www

mwnw

Saya berjanji -
1. Akan patuh meiaksanakan Kode Etik Asosias: di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

a. mengakul dan menerima sepenuhnya we aMg Asgsiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya
untuk menilai pengaduan dan atau keluhan ap? asyaraka
tersebut di atas.

( NAMA)
Anggota Asosiasi Profesi . . . . . .
No
LOGO TANDA TANGAN
ASOSIASI KETUA UMUM ASOSIASI
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JDIH Kementerian PUPR



KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

R e L R L e I )
R [ & Yempw ey
e e et Wrmaasi e e Cawtas S ate G Tiweit e Teine

e e i Ted e [ese VG T
e gt P e Pib s ey

R
\@Q/
((/C)
X

Pada tanggal

4 R Py R e e R e O P T

e Neeaw Gesey Tt Wokedy Sam Ielaas Hes dan Ousitier Kotk

LOGO TANDA TANGAN
ASOSIASI KETUA UMUM ASOSIASI

]
]
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B. BENTUK SBU, SKA, DAN SKTK DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG

MENGGUNAKAN QR CODE KHUSUS

Lahwa

Nama Badan Usabs
Nama Pimginan | 2jBU
Aamat Badan Usaka
Kabopaten / Kot
Preving

No Telepon

Emal

NPWP

Jenis Usaha

Siat Usaha
Kekayaan Bersh

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruks! dengan inl Lembaga Pengembangan Jasa Kenstruks! menstaphan

[No Registrasi :

J

Serufikat inl diterbitan poertams pada tanggal
pating lamdat tanggal

5

berigiu sampal dengan tanggal
dan rogistras: wlang tahun ke- 3 paing lambat tanggy!

Luagw 3
Paka e

Keterzigan
OR Codo dan Data yang forera dalam SSU hi S3pat dventiasi
melals Apieas! LP X Cormtcate Stannas

Dinyatakan memithl kemampoan dengan kiasiNkasi dan kualMasi sebagamana yang tercartum o hataman belakang sertifivat i
Gengan kewajBan registras wiang tanun ke-2

RINCIAN KLASIFIKASI & KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha
Klasfiesd) Sxtang Usahs
Kuadfikasi Sicang Usaha
Angoata Asosias
ot Kemampuan Dasar
No Sebluattiasi SuthuaiTias Subldesicasl Tahun Nilat (juta Rp)
&
i - EE— -
LOGO
ASOSIASI KETUA UMUM ASOSIASI
aterengen T o
Cats yong leners daam SHU i dapst Sver®aasl
meiahv Agtiasl LP Certficate Scanner
14
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SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan inl Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi menetapkan bahwa: S
Nama

dinyatakan memiliki komptensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah
Republik Indonesia, sebagal:

Kiasifikasi dan Kuakfikasi Tenage Ahi
AHL'..---;.':--}.-:.

-

Nomor Registrasi

Sertfikat inl berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan,

Ditetapkan di
Pada tanggal
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Badan Pelaksana
Manajer Eksekutif

Keterangan:
QR Code gan Data yang teriera dalam SKA i gapat diverieas!
meaiul Apiaasi LPJK Cervicate Scanner

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

Saya berjaniji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan Ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya
untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut fani
tersebut di atas,

b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar jan]i tersebut.

Saya yang berjaniji:
( NAMA )
‘Anggota Asosiasi Profesi . ... ...
No:
LOGO
ASOSIASI KETUA UMUM ASOSIASI

Keterangan
Dats yang teders dalam SKA i dapat diverifias mesiui Apfkns LPIK Cartificats Scane
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SERTIFIKAT KETRAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja
Alamat
Jenis Ketrampilan Kerja
Kualifikasi
Masa Berlaku

Diregistrasi di

Tanggal

Lembaca jasEkoestrdy . . ...
Fengembangan
Manaser Esatoaty
' Nomor Registrasi

Weterangan
QR Code dan Data yang t=nsra datam SKTH I 03pat dvermiias! metata ApIss LEK Catficate Scanner

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasl secara teristris
2. Melakukan orientasi lapangan
3, Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan

4, Menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan

5, Mengukur kerangka horizontal dan vertical
6, Mengukur detall sutasl

7. Menghitung koordinat dan tinggl patok-patok ukur (Benchmark), kerangka horlzontal-vertikal

8, Memetakan kerangka horizontal-vertikal, sesual skala peta
9, Menghitung data ukuran situas|

10. Menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan)
11. Menggambar peta situasl, sesual skals peta

12. Menyusun laporan

Ditetapkan di
Pada tanggal

LOGO
ASOSIAS KETUA UMUN ASOSIAS!

Keterangar
Data yang tertera dalsm SKTK e dapat divenfidasi melahs Apiikasi L2 JK Certitcate Scanner

Salinan sesuai dengan aslinva
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
A

|

Pulfainta Setyaligraha, SH. MSi.
NIP196212251993011001

RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM
~:?;lukum. DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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